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LEMBARAN

NOIf,OR 03

KABUPATEN CIANJUR

DAERAH

TAHUN 2OO8

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

PERATURAN DABRAII KABUPATEN CIANJT]R

NOMOR 03 TAHT}NANB

TENTANG

URUSAI\I PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHN{AT TUIIAN YAI.IG IyIAI{A ESA
BUPATI CIANJIJR,

bahwa urusan pemerintatran wajib dan pilihan yang mcqiadi keurenangan
Pemerintahan Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintatr
Nomor 38 Tahun 207 tentang Pembagian Unrsan Antar Pe'rrerintab,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daeratr Kabupden/
Kota;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada hunf a" sesu,ai dengan
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu
rnenetapkan Peraftnan Daerah tentang Urusan Pemerinhhan DaeraL

tentang
PropinsiupatenA(ota (Lembaran

Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Da€rah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cia4iur Nomor 02
Tahun 2006 tentang Penrbahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daeratr Tahun 2006 Nomor 02 Seri
D).

Dengnn Pe$etujuan Bersama

DEWA}.I PERWAKILAII{ RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BLIPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

PERATT,JRAN DAERAII TENTAI.{G TJRUSA}I PEMERINTAI{AT.I
DAERA}I.

BAB I
KETE}ITUA}I I]MUM

Pasal 1

Dalam PeraturanDaorah ini, yang dimalsud dengan :

1. Da€rah adalah Da€ratt Otonom Kabupaten Ciaqiur.

2. Da€rah Otonom adalah Kesatuan masyarat<at huhm ),ang
merrpunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengrrus
kepetringnn maEarakat setem@ menunt prakarsa sendiri berdasadcan

aspirasi maExarakat dalam ilcatan Negara Kesatuan Repubtik Indonesia.

3. Otonomi daerah adalatr hak, wewensng; dan kewajiban da€ratr
otonom untuk m€ngatur dan mengtrrus sendiri unrsan pemerintaban dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4. Pe,merintatran Daerah adalatr penyelenggaraan peme,rimhan daeratl
otonom oleh Pernerinbh Daerah dan Deqan Perwakilan Rak',rat Da€rah
menunrt azas desenaalisasi.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Daerah otonom
sebagi Badan Eksekutif.

6. Urusan pemerintatrdn adalah fingsi-fungFi pemerintahan yang meqiadi
hak dan keurajiban setiap tingf,atan dan atau sunnan pemerinahan
untuk mengattr dnn mengunrs fungsi-fingsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan,
dan mensejahterakan masyarakat.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Penrerinbh kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengunrs unrsan
pemerittah dalam sisEm Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Tugas penrbantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daeratr
untnk melalsanalon unrsan pe,merintahan yang diserahkan dari

, Pe'merintah atau Pemerintahan Da€fiatt

D

Menetapkan
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9. Kebiiakan Nasional adalah serangkaian atnan yang dapat b€rrpa norma,
standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintatr sebagai

il: - pedoman paryelenggaraan urusan pemerintaban.
! t''i " BABtr

IJRUSAI.I PEMERINTAIIAI.{ DAERAII

Pasal2

(1) Pemerintahan Daerah menyelenggaralcan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desenfialisasi,
otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengnn ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangn yang berlaku.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari :
I

a. Urusan pemerintahan wajib;

b. Urusan pemerintahan pilihan;

c. Urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan;

d. Urusan pemerintahan sisa.

Pasal 3

(l) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat
(2) huruf a adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh pemerintalmn daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, yang
meliputi :

a. pendidikan;

' b. kesehatan;

c. lingkungan hidup;

d" pekerjaan umunq

e. penataafi ruang;

f. per€ncanaan pembangunan;

g. perumahan;

h. kepemudaan dan olabraga;

i. penanaman modal;

j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

k kependudukan dancatatan sipil;

l. ketenagpkerjaan;

m. ketahanan pangaq

n. perrberdayaan perempuan dan perlindungan analq

o. keluarga berenoana dan keluarga sejahtcrq
t - 

p. perhub'ngan;

' q. komurikasi dan inforrratika;

r. pertanahan;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
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t. otonomi daerah, pemerintalran urnum, adminisfrasi keuangan
daerah" perangkat daerah, kepegawaian, dan penandiarq,

u. pemberdapan masyarakat dan desa;

v. sosial;

w. kebudayaan;

x. statistik;

y. kearsipan;

z. perpustakaan.

(2) Rincian urusan pemerintalran u/ajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantrm pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tyx (2) huruf b
adalah unrsan pemerintahan yang secara nyata ada danberpotensi untuk
meningkatkan kesej ahteraan masyarakat, meliputi :

kelatrtan dan perikanan;
pertanian;
kehutanan;
energl dan sumber daya mineral;
pariwisata;
industri;
perdagangan;
keftansmigrasian.

(2) Rincian Unrsan pemerintahan pilihan sebagaimana dimalsud pada ayat
(1) tercantum pada Lampiran tr PeraturanDaeratr ini.

Pasal 5

Urusan pemeritra?nn yang diamanatkan oleh perattrran perundang-undangan
sebageimana dimaksud pada Pasal 2 ryx (2) huruf c adalatr urusan
pem€rintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang
potensinya ada dan dapat dilaksanakan oleh Pemerinutr Da€ratr.

Pasal 6

(l) Urusan p€,m€rintahan sisa adalah urusan yang potensinya
ada dan dapat dilaksanakan tetapi tidak tercantum dalam peraturan
da€rah ini, pernerintah da€rah dapat mengusulkan penetapan urusan
pemerintahan tersebut meqiadi urusan pemerintah da€rah keeda
lvlenteri Dalam Negeri.

(2) Unrsan pemerimahan yang telah ditaapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007, tetapi tidak tcrcantum dalam Perafinan Da€rah
ini, tanpo mengrrsulkan ke Me,nteri Dalam Negeri, pemerinah da€ratl
dapd langsung melaksanakan urusan dimatcsud.

(3) Menteri/Kepala Lerrbaga Pemerintah non Deportcmen menaapkan
norm4 standar, prosedur dan kritcria urtuk polaksanaan unrsan sisa.

a,
b.
c.
d.
e.
f,
g.
h.

I
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BAB M
PEI.IY:EI.ENGGAIIA.AT{ TJRUS$I

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan unrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Peinerirmh Da€rah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat(2) Pemerinuh
da€rah dgpat:

a, Itdenyelenggaralon sendiri; atau

b. Menugaskan dan/atau menye,rahkan sebagian urusan pemeriffihan
tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan tugEs pembanttran.

Pasal 8

(1) Penyelenggaman urusan pe,rnerintahan yang mengakibatkan dampak
linas da€rah, dikelola bersama oleh daenh terkait.

(2) Tata cara pengelolaan benama urusan pemerintatran s6lngaimana
dimalsud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan penurdang-
undangpn yang berlaku.

Pasal g

(1) Dalam melaksanalan urusan pemerintahan yang meqiadi kewenangan
Pemerinbh Daeratr sebagaimana dimalsud pada Pasal 2 ayan Q)
berpedoman kepada nomq sbndar, prosedur dan laiteria yang
dite&plan pernerintah sesuai dengan kaentuan dan/atau peraturan
perundang-undanggn yang berlalcu"

(2) Sebelum pemerirfah menetapkan norm4 standar, prosedur dan laiteria
sebagnimana dimaksud poda ayat (1), Peurerinah Daerah dapat
menyelenggarakan langsung unilun pemerinahan

(3) Kaentuan sebagpimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sanrpoi dengan
diterbitlonnya penetapan norma" standar, prosedur dan laiteria oleh
pemerintatr

Pasal 10

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi
Pemerinhhan Daeratt sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan
Da€rah ini menjadi dasar p€nyusunan susunan organisasi dan tatr kerja
peranglnt da€rah.

BAB tV
.KEI3NTUA}I 

PERALIHAN

Pasal 11

Semua ketenfinn peraturan undangan yang berlcaitan secaf,a
langsung dengan pombagian urusan pemerintaban, wajib mendasarkan dan
menyeruaikan dcngnn Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daenah ini mulai berlalcu, semua kaentran dan atau
pereturan yang menrpakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun
2@4 telrtang Kewenangan Daerab, dinyatalon masih tetap bedaku seperdang
belum dignnti dantidak bertentangan dcngan Peratuan Dacrah ini.
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